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Abstrak
 

Palapa Ring Paket Barat merupakan proyek pembangunan infrastruktur Kerjasama Pemerintah dengan

Badan Usaha pertama di Indonesia yang menerapkan Availability Payment (AP). Peraturan yang berlaku

memungkinkan Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dan Badan Usaha Pelaksana (BUP) untuk

menentukan sistem insentif dan penalti dari Availability Payment untuk proyek dalam kontrak antara

mereka. Skripsi ini membahas dua masalah utama: (1) apakah BUP memiliki kewajiban atas beban biaya

kontinjensi di luar jumlah AP yang ditentukan dalam kontrak jika terjadi kerusakan yang disebabkan oleh

pihak ketiga yangmengganggu atau memutus ketersediaan layanan infrastruktur, dan (2) apakah PJPK

berhak memberikan sanksi terhadap AP kepada BUP apabila terjadi kerusakan yang disebabkan oleh pihak

ketiga yang mengganggu atau memutus ketersediaan layanan infrastruktur. Dengan menerapkan penelitian

hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan tinjauan kontrak, skripsi ini menyimpulkan bahwa,

dalam proyek Palapa Ring Paket Barat, BUP memiliki kewajiban untuk kewajiban biaya kontinjensi di luar

jumlah AP yang ditentukan dalam kontrak jika terjadi kerusakan yang disebabkan oleh pihak ketiga dan

PJPK berhak untuk memberikan penalti terhadap AP kepada BUP jika gagal menjaga ketersediaan layanan.

Alokasi kontraktual risiko operasional dan pemeliharaan kepada BUP menimbulkan kewajiban untuk

menanggung biaya selama umur proyek, termasuk yang disebabkan oleh risiko pihak ketiga. Selanjutnya,

penggunaan rumus untuk menghitung AP dari PJPK ke BUP semata-mata didasarkan pada data kinerja

dalam menjaga ketersediaan layanan sesuai standar kontrak yang disepakati. Dengan demikian, penggunaan

AP dalam Palapa Ring Paket Barat dapat menjadi acuan untuk proyek infrastruktur Kerjasama Pemerintah

dengan Badan Usaha di masa mendatang.

......The Palapa Ring Western Package is the first Public Private Partnership infrastructure project in

Indonesia implementing Availability Payment (AP). Prevailing regulations allow the Government

Contracting Agency (GCA) and Implementing Business Entity (IBE) to determine the system of incentives

and penalties of AP in their project contract. This thesis explores two main issues: (1) whether the IBE has

obligation for contingent cost liabilities outside of the contractually determined AP amount in the

occurrence of damage caused by a third party which interrupts or disrupts infrastructure service availability,

and (2) whether the GCA has the right to penalize AP amount to the IBE in the occurrence of damage by a

third party which interrupts or disrupts service availability. By applying normative legal research using the

statute approach, this thesis concludes that in this project, the IBE has obligation for contingent cost

liabilities outside of contractually determined AP amount in the occurrence of damage by a third party and

the GCA has the right to penalize AP amount if the IBE fails to maintain service availability. The
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contractual allocation of operational and maintenance risk to the IBE creates obligation to bear costs during

the project lifetime including those due to third-party risk. Further, the use of formula to calculate AP to IBE

is solely based on performance data in maintaining service availability according to contractually agreed

standards. Thus, the use of AP in the Palapa Ring Western Package may be a point to reference for future

Public Private Partnership infrastructure projects.


